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Pada han Rabu 31 Oktober 2(}01
bertempatd; ruang rapat Dislitbang Polri
telah diselenggarakan pertemuan an-
tara Polri dengan team IRE {Institut for
Research and Empowerment) Yogya-
karta, di bawah ini penyunting Jurnal
Litbang Polvi sajikan wacana yang
dipaparkanoleh team IRE tersebut.

Demokratisasi, deseniralisast dan
demiliterisast merupakan tiga agenda
besarseformasi politikdi Indonesia, dan
szkaligus menjadi masalah besaryang
rurnii dinegeri ini. Menurut pandangan
ideal iecri, antarademolaatisasi, desen-
tralisasi dan demiliterisasimerupakan 3
konsep vang saling terkait dan saling
mendukung. Demokrafisasi tidak hanya
terkait dengan kebebasan; pemilihan,
partai politikatau lembaga perwaiilan
tetapi juga bicara tentang devolusi
(desentralisasi} sumber daya politik
maupun ekonomidari pusat ke daerah,
dari daerah ke desa. Sebaliknya de-
sentralisasi juga membuiuhkan fondasi
demokrasiyang kuat. Jika pengelolaan
pemerintahan lokal tidak ditopang de-
ngandemokrasi maka desentralisasisa-
ma saja memindahkan sentralisasi
maupun korupsi dari pusat ke tingkat

Ioka]

Sementara, demokratlsasx dan
desentralisasi harus diikuti pula dengan
demiliterisasi, mengingatdemokrasiba-
rusepertidi Indonesia masih mewarisi
gurita militerisasi yang berakar dalam
rezim otoritarian sebelumnya. Demo-
lratisast baiksecara nasional maupun
ditingkat lokal antera lain mensyarat-
kantegaknya supremasi sipil, minggir-
nya militer dari arena politik, militer
yang profesional, kontro! masyarakat
terhadap milifer dan sebagainya. Dalam
korteks desentiralisasi uwrusan keamanan
tidal dimonopoli oleh tentara secara
hirarkhis-sentralistik tetapi harus
didesentralisir ke daerah. Lembaga-
lembaga demokrasidi tingkatlokal bisa
melakukan kontrolatau bahkan, me-
nolalckehadiran basis teritorial tentara
di daerah jika daerah memang tidak
membutuhkan. Daerahjuga mempunyai
kewenangan mengelola keamanan
mandiri dan yang lebih penting adalah
pelibatan aktif masyarakat dalam
pengelolaan keamanan.

Di Indonesia, meski militer meng-
hadapi problem legitimasi dihadapan
masyarakat dan supremasi sipil mulai
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di_{egékkante_tapi_rn_i!itermasih powerful]
vang sulit dikontroléleh institusi-institusi
demokrasi danmasyarakat sipit secara
umum, Keika konflik elit menguat ada
kekhawatiran publik terhadap kemung-
kinan Kudeta militer mengambil ke-
kuasaan yang sah. Ketidakpercayaan
pubiik terhadap militer yang terus me-
nguat dimasatransisi tampaknya belurn
bisa menjadi modal vang kuat untuk
merubah :militer practortan menjadi
rniliter profesional dan sekaligus mem-
bawa militer dari arena sosial-ekono-
mi-politik kearena pertahanan. Di sisi
iainsebagai penopangutamademokrasi,
elernen-elemen masyarakat sipii dan
masyarakat politik masih lemah dan ce-
rai berai sehingga mereka belum cukup
kuat imengontrol sepak terjang riliter,
Inti persoalan politik dan hubungan
sipil-militer di Indonesia saat ini adalah
sisa-sisa militerisasi-otiritarianisme-
sentralisasi yang masih bertahan. Untuk
Mmencapai citascila kemerdekaan indo-
nesiaatau untuk mencapa: human well-
being, maka formatapolitik dan hus
bungansipil-militer seperti Rars dinibak
menjadi format politik yang menge-
depankan demiliterisasi-demokratisasi-
decentralisasi. Bagaimana format idea)
demiliterisasi-dernokratisasi-desentrali-
sasidimasa depan? Bagaimana menern-
patkan: hubungan sipil-militer dan per-
soalan hankam dajlam kerangka demo-
krasi dan desentralisasi? Format pe-
ngelolaan hankam dan hubungan sipil-
militer yang seperti apa vang sesuai de-
ngan: prinsip demokrasi dan desen-

tralisasi? Bagaimana agenda peru-
bahan itu semua bisa dilakukan secara
gradual tanpa menimbulkan gejolak

© yang frontal dalam tubuh militer? jika
- hubungan sipi-militer dan pengelolaan

hankam ditempatkan dalam kerangka
demokratisasi dan desentralisas; ba-
gaimana peran masyarakat? Uptuk
mencapai perubahan itu semua dibu-
tuhkan perubahan kebijakan, sikap dan
tindakan, baik dikalangan militer, pe-
merintahan sipil dan masvarakat Juas.

Rekonsentualisasi Hankam

Selama ini pertahanan keamanan
Indonesia vang diumusikan oleh ten-
tara mengantt sistem pertahanan le-
armanan rakvat semesta {sishankarmrata)
atausering disebut total people defence,
sebagai sebuah sistern pertahanan vang
sangat dipengaruhi oleh perang gerilya.
Pemilihan model perang gerilya meng-
andaikan bahwa Peperangan masih
mengandalkan kekuatan massa dengan
bekal persenjataan sederhana, vang
kenon diterapkan dengan baik dar sulises
oleh Tentara Rakyat fndonesia ketika
menghadapiagressimilifer pasca 1945,
Dt zaman modern vang kornpleks tapi
damai (tidak darurat), terutama pada
masa Orde Baru, Sishankamrata dengan
model perang gerilya tidak dimaksudkan
untuk berperang melawan musuh dars
luar, melainkan untuk menghadang
berbagai bentuk ancaman dari dalarn
seperti separatisme, konflik sosial, gejo-
iak politik, bencana alam dan ain-lain,

Sistern hankamrata dan struktur




RekonseniuaiisasiHankarn dan

bahkan menimbuilan beberapa impli-
kasa vang negatif ketzmbang positif.
B gPertama, Tentara mempunyai hak isti-

plementasi pertahanan tanpadi bawah

mokralis seria memobilisasi seluruh
y 3rakya<: untuk tmrlzbm dalam peﬁapan
! perang. Kedua, Teniara lebihberordentasi
- pada kemmanan mtemai dar:pacia
-peltahaﬁaﬁ eksternal. * Ketiga,
pemezamzanpe*ahanaﬂ&eﬁaamaman
‘negara dan tumpah daral Indonesia
ditentukan sepihak olsh tentars
“Ancaman dirumuskan secara loas, ter
masukancaman vang tidakada kalian-
ya dengan pertzhanan, misalnva
“gerakanpoliihideciogis vang dicrgenisir
olehskmen-clemen masyarakat. Dalam
praitekrua anceman yangdivumuskan
secaransubyekiit oleh tentara ind
‘mencakup gemban eksirerm kanan,
eksivern kirlhgetaken pro demokrask
‘gerakan burub Bal, skivites mahasis-
“wa, pers, LSM, partab polifik dan se-
bdgamya Parumusan kafeooniancam-
anint ferlaiu berlebihan kavens tenlara
digunakan sebagai alat pengusza bu-
kan alat negara.

Hekonsiline
ﬁc‘ia—é{_'sﬁsmaz smata menjadi alat ner-
b anan yang profesions!
te ?iabsi jugasabagaikeluatan polithvang

Inkivin dwi fungst militer

-qr:&:z‘io*sah g:}a am K@]‘ﬁu!-ﬁuﬂ qe‘ham

rﬁ;oﬂal it mengandung makna dan i

U mewa memo*lopol dokirm ‘dan im-

ontrol k@puiuvan j}oimk yang de~

.dalam bentuk keter ;batan r'nister dav
“lam politik atau yang sering disebut
_':-'kontesiam ‘politik militer. > Doktrin
. dwifungsi selama ini menanamkanpo[
'hubungan sipil-militer (HSM} yang
“oforitarian, dominatif dan hmpang, so-
hingge mihter%;dakmenjadi alatnegara
“yang neiral melamk_an sebagaa alat
'kekmsaan. e : :

Pola HoM itu ha“usd;'tmgaukembd
dan sekaligus ditransformasikan ke pola
HSM vang demokrasi, setara, pemba-
gian tancoung jawab antara Sipu dan
milifer : ;

" Pertama, dalam konteks ini militer
sebagal wjing tormbak pertahanan he-
rus beradadibawah ‘*kontrol demokra-
tis’ — bukan seledar kontro! sipil atau
supremasi sipil, vaitu militer dikends-
likan dan tunduk pada kontrol peme-
rintahan sipil yang dipilih oleh rakyst
secara demolkrails, yangiegitimate dan
bertanagung jewabiBonirolde mokrmtd

harus difegaskan karena tidaise-
mua pemimpinsipilitu demokeatis dan
bertancgungiwab: Presiden, misalnya
tidak bisa sepihakatan scowenang-we-
nangmengounakan militer. Fengouna-
an mifter oleh presiden harus mem-
parclehperiimbangan daridewan per-
tmhanan nasional den persetujuan DPK.
Semus ini harus ditegaskan ke dalam
substansi undang-undang.

Kontroldemokratis terhadap militer
ini harus jeles batas-batasnya, mana
yang boleh dikontrol dan meana yang
fidak perlu dikonirol atau menjadi
Kontrol

wilavah olonom militer,




| Jumal Litbang Folri Vol 6 No. 1, 2002 -

3 | -

;demokrat;s 1tu bxsa dlharapkan uniuk
kebxjakan makro pertahanan, penen-
tuan perang darurat penggunaan mi-
- l;teruntukperang pengmmanmlhterke
luar. neger, kexjasama militer dengan
luar negeri, sbrukiur kelembagaan mi-
liter;. penentuan panglima tantara,
‘anggaran persenjataan, -intelejen.
Sedangkanaspek-aspekyang teknis ti-
dak perlu dikontrol oleh pemerintahan
-sipil yang demokratis, misalnya pro-
maesi, mutasi, rekrutmen, pembinaan,
pelatihan dll.

Kedua, pengurangan ateu pemi-
batasan hak kontestasi politik tentara.
Penempatanientara di DPRatau DPRD
harus dibapuskan. Tentara yang men-
duduki jabatan politik harus disipilkan
dulu, dan harus lepas dari struktur dan
keluiarga tentara. Akan tetapi kontes-
tasi politik ini tidek dihapuskan secara
keseluruban. Anggofa TN tidak di-
kucitkan dalam politik namun keter-
libatan yang lebih berarti terbatas pada
para pejabat puncak milifer dalam
mempengaruhi policy 'nasional. Pe-
ngaruh politik kaum militer berlsingsung
melalui saluran-saluranyang diatur dan
telah diterima olehsemua pihak. Kontak
{hubungan-hubungan) antar pemimpin
militer dan pimpinan golongan politik,
golongansipilberlangsung pada tingkat
puncak hirarkhi militer, hubungan-
hubungan pada tingkat lebih rendah
tidak- dibenarkan untuk memelihara
keutuhan rantai komando (hirarihi) dan
inteqritasbatas-batas institusional, Pada
umumnya pengaruh militer itu bersifat

politis strategis berdasarkan keahlian
militer yang tidak dapat diabaikan be-
gitu saja oleh semua pihak sipil. Ke-
simpulannya, pengaruh militer diten-
tukan oleh pengetahuan dan keahlian
khusus serta tanggung jawab -teknis
militer dalam konteks nasmnai dan
internasional.

Ketiga, mengenai perubahansﬂiap,
sangetdiperlukan persuasi yang mem-
bujukagar militer merubahcitra dirinya
yang “mesianistik”, memberi peran mi-
luter yang terpuji untuk mencapai (te-
tapi tidak untuk menetapkan) tujuan-
tujuan nasional, dan militer harus di-
buat lebih kebal terhadap bujuk rayu
politisi sipil yangberpaling kepada me-
reka ketika frustasi menghadapi
kegagalandalam meraih kepentingan-
kepentingannya melalui cara-cara
demokrasi.

Profesionalisme Militexr dan
Kepolisian

Dalam sistem demokrasi, profesio-
nalisme militer dan kepolisianmenjadi
salah satu syarat ataw kunci penting
vang harus dipenuhi. Profesionalisme
disini diartikan sebagai kemampuan
militer dan kepolisian untuk melak-
sanakan tugas sesuai dengan prosedur
hukum, aturan main dan ukuran peni-
laian yang jelas sehingga dapat di-
perianggungjawabkan kepada publik.
dJika desentralisasi keamanan dilakukan
dalam konteks otonomi daerah dan
demokratisasi, maka prinsip profe-
sionalisme aparat keamanan perlu




! Rekonseptuafrsasfﬁankamdan

mendapat pér”haﬁ.ari "cia'iérri kébijakan
*.-hubungan sapll-mlhter ke depan.

Asumsinyasederhana, bahwa jikamo- .

liter: dan kepohs;an t:dak bert;ndak
: .profesmnal dalam koridor hukurn dan

. nz_la1—n1ia:_de_molﬂ‘as_1_maka dikiwatirkan -

-bientukbe'n'tﬁk pelanggarandalam pe-
. hanganan keamanan di berbagal dae-
B rah akansemakin tinggi. -
- Jika secara konseptu.al normatif
i mlhter berfugas me ngelola pertahanan
negara dan kepolisian melaksanakan
jaminan pengelolaan keamanan ma-
syarakat maka untuk menuju profesio-
nalisme kedua institusi tersebut dalam
sistem demokrasi beberapa halatauisu
-berikutmenjadi landasan dasar penting
‘yang patut diperhatikan:

Pertama, diperlukan pemisahan
secara fegas antara institusi militer dan
kepolisian, jika profesionalisme ingin
ditegakkan. Secara mendasar tugas
institusi militer berkaitan dengan pe-
ngelolaan pertahanan negara yakni
menyangkut berbagai interaksi dan re-
lasi kekuasaan dengannnegara atau
kelompok-kelompoklaindalamkenicks
kedaulatan. Pemisahan ini perlu
dikuatkan dalam perangkat hukum dan
kebijakan perundang-undangan yang
bersifat mengikat. Sementara lembaga
kepolisian , sebagai aparat, perangkat
hukum danpelayananmasyarakat lebih
mendasarkan kepada tugas-tugas
keamanandan pelayanan masyarakat.
Pemisahan ini penting dilakukan, baik
secara insfitusional maupun ideologi
karena keduanya memiliki logika dan

.:.:.konsekuens: yang berbecia daiam
: meiaksanakan tugas masmg—masmg

Kedua, sebagal bagian dari ma-

.:_'-syarakat sipil, institusi kepolisian periu
- danwaiib diberikan beka] pengetahuan,
‘wawasan dan nilai-nilai demokrasi se-
" bagaibagian kultur polisi kesehariannya,
dalam mengelola keamanan. Karena

interaksi aparat kepolisiande ng;'_:;x_n sipil
lebih bersifat langsung maka penangan-
an atas persoalan-persoalan:yang
dihadapiielas perlu mengedepankan ni-
lai-nilai dan prinsipdemokrasiitu s_écara
praktis. Gagasan dasarnya adalah,
aparatkepolisianharusempaty terhadap
segala peniingan masyarakat sipilyang
merupakan konsekuensi logis adanya
pluralisme strukturdan deferensiasi kul-
tural masyarakat. Prinsipnya adalah
mensipilkan kepolisian. Kebijakan ini
dapat diintegrasikan dalam bentuk
lanikulum pendidikan kepolisian, dalam
semua tingkatan yang berisi tentang
nilai-nilai demokrasi, wawasan ke-
bangsaan, HAM dan manajemen
konilik.

Ketiga, di dalam mengelola ke-
amanan masyarakatnya, aparat ke-
polisian harus menghilangkan pende-
katanataumekanisme kekerasansebagai
bagian kultur militer dalam menyele-
saikan persoalan di masyarakat. Namun
sebaliknya, kepolisian justru lebih
menekankan pada pendekatan hukum
dan persuasi dalam koridor demokrasi.
Asumsinya adalah dengan lebih
mendasarkan pada pendekatan hukum

dan perundang-undanganyang ber-laku,
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makapenangananpersaalankeamaﬂan '

'3_.ak%nmya dapatdzpeﬁ:anggunggawabkan
+kepada. publik secara transparan dan
'mdzkator vang jelas sehmgga dapat
g .'duamm adaﬂya keadilan di masyarakat.

* Disini yang perlu ditekankan adalah

& mengu:angl dan mengmlangkansega!a

*jgara kekerasan, apapun bentuknya,

“hemudian digantikan seeara transior-

‘ matif oieh prinsip hukum dan persuasi |

; sebagax i{erangka demokreasi. Jentusaja
‘semua itu bukan saja bersifat simbolis
- Jormal, namun lebih pada praktis-
substa-mmz '

Keempat, pelarangan keterlibatan
‘milifer dan kepolisian dalam akiivites
wolitikdan ekonomi baiksecara kelem-
Bagaan maupun personal. Masuknys
du institus] #iu dalam arena politik
prakiis dan ehonomis ienhusaja merusak
strukdr polifildan shoromi masyarakat
sipil, dap tenty saim dapat merusalk
sendi-sendi profesionalsme militer dan
kepolisian itWisendiri. lsu pencabutan
dwi fungsi TNINdan penghapusan
komando teritorial militer militer dapat
dihamai dalam konteks profestenlisme
Hu, Hal ini dapat dirumuskan dan
diintredusir melalui keputusan hukwm
atau kebijakan politile

Kelima, korsekuensidayi pemikivan
di atas, maka perlu jaminan strukiural
{dalam regulasi politik dan ekonomi)
bagh institusi militer dan kepolisian
karenapelarangan terlibatdalam seldor
bisnis {ekonomi), premanisme, kons-
pirasi, jabatan-jabatan dan kekuasaan,
Dengan demikian, dalam rangka

- pencegahan %tecenderu.}gaﬂ tiusemua
“selain "diperlukan regulasi yang
-memberikan pagar hukum secarategas
“juga diantisipasi dengan memberikan
jaminan strukiurel dan kesejzhteraan
yeng memada;secara mst;tusaonal dari

negeE. : S
‘Heenam, adanyakesesuaxanantara
jumiahaparat kepolisian dengankebu-

. tuhan masyarakat, yakni rasio antara

jumiah polisi dan masvarakat harus
proporsional dan rasional. Argumen
dasarnya adalah, jumiah:aparat
kepolisian di daerah khususnya periu
menyesuaikan jumlah agar < dalam
menangani perozlan-cersoalan kee
amanan ataumemberiian perlindung-
an warga sipll dapat dilakukan lebik
cepal. Pengalaman menunjulean bah-
wa selama-ini keterlambatan pe:
nyelesaian berbagai kasus keamansn
dimasyarakat bersumber karens ke-
terbatasan atau tidak memeadainyg
jumnilah polisi jika dikaithan dengan
tuniutan kebutvhan masysraks! atas
kasus-kasts yang hazus” ditangani.
Arfinya jika selamaini beban kepolisian
dianggapieralu berstuntukmenangani
perscalan keamanan dimasvaraket,
maka dengan penyesuaian rasio ini
skhirnya menjadi teratast,

Ketujuh, perlurys tingkat pendidile
an dan ketrampilan kepolisian yal
SDMyang memadai sebagai prasarst
dasar kualttas untuk penanganan ke-
amananssesual perkombancan dantun-
tutan masyarakat di alam demokrasi.
Aparat kepolisian dituntut untuk

et
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memniliki‘tingkat _péndidikan: dan
ketrampilan. yang layak; mengingat
tingkat permasalahan keamanan yang
demikan kompleks di-masyarakat.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa
kegagalan aparat kepolisian - dalam
menangani problem  keamanan ma-
syarakat karena keterbatasan ke-
mampuan yang dimiliki aparat di-
banding akselarasi pertumbuhan ke-
cerdasan masyarakai: WAL

Desen&aﬁisasiﬁeamanan

Ada beberapa latar belakang
parubshan politikyang mendasarteradi
sebelum perdebatan mengenai desen-
tralisasi keamanan ini muncul di
permukean,

Pertama, perubahan fokus politik
dari pusat ke daerah sejalan dengan
dikeluarkannya UUNo. 22 tahun 1999,
Pemerintah pusat menurut UU No.22
tahun 1999 hanya menggenggam 5
kewenangan pokok, di luar itu me-
rupakan kewenangan pemerintah
daerah.

Kedua, terjadi reposisi TIN[ dan
Polri berupa pemisahan Polii dari TNE.
Pemisahan ini membedakan fungsi
pertahanan yang dijalankan oleh TNI
dengan fungsi kemanan yang digeng-
gam oleh Polri. Hal ini juga berarti
dimulainya proses demiliterisasi ke-
polisian.

Desentralisasi pengelolaankemanan
merupakan agenda yang mendesak
untuk dilakukan karena:

Pertarna, desentralisasi keamanan

mengadung makna ‘mendekatkan

“pelayanan keamanan kepada ma-
-syarakat. Dengan mendekatkan pe-

layanan pada masyarakat maka pe-

" layanan akan semakin cepat dan insti-

tusi keamanan keamanan akan sema-
kin: responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. - :

- Kedua, desentralisasi keamanan
dilakukan untuk memenuhi kebutuh-
an, aspirasi dan potensi kebutuhan
daerah. Sehingga daerah yang tingkat
kriminalitasnya tinggi akan men-
dapatkan pelayanan tenaga keamanan
lebih banyakdibandingkandeerah yang
rendah angka lriminalitasnya. Ketiga,
deseniralisasi keamanan memung-
kinkan masyarakat untuk melakukan
kontrol terhadap kinerja institusi yang
mengelola keamanan.

Relambatan dalam melakukan de-
sentralisasi keamananbisa menimbullian
akibat pada;

FPertama, tidaktertanganinya secara
cepat persoalan-persoalan keamanan
didaerah.

Kedua, kinerja institusi kemanan
tidak bisa terkonirol oleh masyarakat.
Sehingga menimbulkan kecenderungan
unfuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tidak terpenuhinya kebu-
tuhan masyarakat lokal dalam menda-
patkanpelayanan keamananyangbaik.
Ketidakmampuan masyarakat untuk
mendapatkan rasa aman menyebab-
kan semakin maraknya aksi kekerasan
main hakim sendiri atau munculnya
lembaga-lembaga yang “menjual” jasa
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Umam.
a./ Sebagaialat negaiapenegakhm

dan terutama dalam rangka pem-
binaan keamanan dan ketertiban
. masyarakat, Polri memiliki peranan
dan fanggung jawab yang besar
dalam penyelenggaraan keamanan
masyamkat. Penyelenggeraan ke-
amanan dalam negeri tersebutf
dilaksanakan dalam rangka meng-
amankan dan mensukseskan pem-
bangunan nasional Republik Indo-
niesia, Oleh karena ituuntuk dapat
meningkatkan kemampuan pe-
laksanaan fugas pokoknya, Polr
dituntut untuk mampu mengenal
setiap aspekatau bahayayang da-
pat menimbulkan gangguan ke-
amanandan keterfiban masyarakat.
Salah satu aspek yang merupakan
gangguanterhadapkeamanandan
ketertiban masyarakat dan sekali-
gus juga merupakan bahaya yang
mengancam pembangunan na-
sional dan sendi-sendi kehidupan
bangsa adalah masalah narkotika
psikotropika. Masalah narkotika dan
psikotropika merupakan masalah
yang multi komplek yang me-
nyangkut berbagaisegi kehidupan
yang tidak hanya menimbulkan
dampak negatif pada diri per-

DAN PSIKOTROPIKA

seorangan penyandang masalah
akantetapi juga terhadap keluarga,
masyarakat, bangsa dan Negara
pada umumnya.Masalah kejahatan
narkotika dan psikotropika juga
merupakan masalah multi dimen-
sional karena kejahatan di bidang
inimempunyaiciri-ciri khas, antara
lnin merupakan kejahatan vang
terkoordinasikan, kejghatan In-
ternasional yang mempunyai ja-
ringan vang luas, dengan kegiatan
yang dilakukan terseiubung, me-
miliki mobilitas vang tinggi, didu-
kung dengandana yang besarserta
tidakmengenalbatas-batas negara.

Pra Anggapan

fia e

Bahwa masalahnarkotika danpsil-
otropika masalah yangskomplek
bukansekedar menyangkut masalah
penyalahgunaan di bidang pema-
kaian/ konsumsi, melainkan me-
nyangkut banyak masalahdengan
tahapanberikut :

1) Kultifasi/penanaman dan ek-
sisnya narkotika dan psikotro-
pikal non tanaman.

2) Produksi

3) Distribusi

4} Konsumsi dan penyalahguna-
an




R I ‘Rek sepfuahsasll—i‘ankamdan

masyarakat Konsep parttszpas: dan_'_
untuk advokasi

pemberdagaan s1p11

keb:;akan seldor keamaﬁan sangat
pentmg artmya ’terui:ama Yjika i
desentralxsasz keamanan ﬂantmga :

dsterapkan Pnnslpnya fidak 3a1nada]a1’1,
keamanan . merupakan kebutuhan
masya;aicatsxp;! danbukan alat koni‘rok

olehnegara. Dengan sepert; itu, maka
masyarakat justru chietakkan sebaga:
subyek dalam’ kebuakan sektor
keamanan dan bukan sebagai obyek.
Dalam Lkonteks itubeberapa halberikut
pentmg untukdipahami;

- Portamo, demokrasi selaiu men-
syaratkan adanya partisipasi masyasa-
It secara akiif dalam kit seria pe-
ngelolaan keamanan. Dengan demi-
Lkian, masyarakat sipil harus menjadi
bagian utama pengelolaan keamanan
itu, dalam pengerlian bukan besifat
fisik tetapi lebih pada substansial. Baik
fingkat pusat maupun daerah, insfitusi
sipil yang direpresentasi pada partai
politik, organisasiscsial kemasyaralatan
ataul SM, media massamenjadi bagian
penting pengelolean keamanan.

Kedua, adanyasupremasisipildalam
sistem demokrast diartikan sebagai
otoritas sipil untuk mengontrol aparat
mifiter dan kepolisiandi dalam menge-
lola periahanan dan keamnanan. Dengan
demilian seluruh pertanggungiawaban
pengelolaan keamanan pada desarnya
dilakiukan oleh aparat keamanan ke-
pada sipil. Dalam tata kenegaraan,
institusi formalrepresentasi rakyatsecara
kelembagaan terwujud dalam DPRserta

.-forma}

: -smhttﬂ—:mtituszsapaiiEmrkelembagaan' :

Keb_ga perlu.nya landasan ukum

: atau ‘aturan main ‘berupa perangkat

perundang-undanganyang jelasdanie-
gas mengenai pengaturan keferlibatan
masyarakat sipil dalam mengelola
keamanan. Langkah seperti ini untuk
menceqah kecenderungan pemahaman
konsep partisipasi -sipil dalam pe-
ngelolaan keamanan menjadi anar-
khisme massa yang dianggap menj jadi
sumber hulum fersendiri. Dengankata
lain, dengan adanya landasan ini, di-
harapkan akan menjadi desar uiama
keamanan dikelola dengan model
beradab. Ariinya pelbatanmasvarakat
sipilbukandipahami sebagai pengam-
bilalihan tugas dan peran keamanan
dari kepolisian ke tangan sipil secara
mutlak dan menerapkankembalicara-
cara militer, tetapi justru mensi-pilkan
pengelolean keamanan itusendiri.
Keempat, menghilangkaniailiur dan
ideclogi militer dalam kehidupan sipil
berkaitandengan pengelolhan keaman-
an. Sistemn demolrasi pada hakekainya
dimaknai sebagai upaya untuk men-
jauhlean dixidariberbagai bentule kultur
dan ideologi kekerasan. Ekspresi mi-
literisme ini bukan saja secara nyata
tercermin oleh perilaku aparat dalam
kelembagaan formal militer dan kepo-
lisian, namun sejumiah kecenderungan
dari perilaku militerisme di arena sipil
seperti satgas, milisi dan lembaga ke-
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